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AA Gede Grtryuirnjabat walikota Denpasar
DENPASAR, NusaBali

Kementerian Dalam Neoeri
menetapkan M Gede Geriva ietr
agai Penjabat Walikota Ddnpasir
menyusul berakhimya masa iabatan
lB Rai Dharmawiia'ya Manira oan
l_QN Jaya Negard per 11 Agusrus
2015. Penetapan ini dilakukan
melalui pelantikan dan pengambi-
lan sumpah iabatan vanq dilaku-
kan Gubernul Bali Mide-Manqxu
Pastika, Selasa (11/8), di Gedung
Wiswa gabha Utama, Kantor Gu"-
bsr.(If Bali Acara ini juga dihadiri lB Rai Dharmawijaya Mantra (kanan) mengucapkan

ditingkatkan dengan motlo Sewaka
unarma semua narus melavani
dan dapat menjadi panutan ha-
syarakat," ujar Rai Mantra.

AA Gede Geriya ditemui usai pel-
antikan mengatakan Kota Denpasar
dengan berbagai prestasi yang telah
diraih, seperti predikat Wajar Tanpa
Pengeoralian dari BPK Rl dan peng-
hargaan lainnya tidak terlepas dari
komunikasi dan koordinasi yang di-
lakukan Walikota lB Rai Dharmawiiava
Manha dan Jaya Negara. SehiniTga
sebagai Penjabat Walikota hanya
beberapa bulan, M Gede Geriva
meminta kepada semua pihak dafat
melakukan hal yang sama bahkan

mantan Walikota Denira-sar 19 ps1 selamatkepadaAAGedeGeriyaselakuFen]aOaiWa-
OlFtrqry.Uqyq. Mantra bersama likota Denpasarseusai pelantikan dan pengambilan

m:9: g:Ilyglfll_t-9$_gyp lumpah. 
jabatan, setasa (11/B), di Gedun-s wiswa

Nesara, Forum Koordinasipimpi- _Qcqqqlerle,r""toicuq"i"sl@ri-*-'" 
"'"': ljffi"Jfti^s'friril'."S[#l'#;nan Daerah Kota Denpasal

^ r., ; - mofto Seuaka Dharma. Tuoas oen_kot Denpasar AAN Rai lswara,
Dharma. Tugas pen-pastika.meng:takansebagaimana 

i"uiir"org;iYr#"i;#";"ffi;
1T"",*:Hlt; nil:::l y:llgk a"tj,dd""s"iLt"ds""6 &,ij,o,ri

Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti walikota definiiif, penjabat ivafitotJ
NgurahGede,bendesaadat,dantokoh harus memahami sunguh-sunguhNgurah Gede, bendesa ailat, dan tokoh harus memahami sringuh-sunguh ;rffi;. #"ffiffiffiJfttrJffi;ltr1?J?!?t Kota.Denpasar. tugas dan wewenang serta kewaji6an meniidt<attan caoaian 6reJtasi vanc
masyarakat Kota Denpasar. tugas dan wewenang seia kewajiSan ;;ifidi;ffi"iipl'iJ.* i?Jliasi yang

",,"nH1"Jlill"1',1'89:':s.:?[l*::: li:.tir?i::i:liaram,memahanii se- ierar, oipeioren iu,ixot o-- u'nya mengatakan Penjabat Walikota luruh ketentuan pemilukada. Dalam acara juga dilakukan serah
na jabatan antara lB RaiDharmawiiava

Denpasar mempunyi tulas pokgk yakni Rai Mantra mengucapkan terima ka- tilE;b"t;;n;i;YB #il;ffi;;;kepada.Iluruhkomponenmasyara- fr4antra ilengJn FlnlaUat Walikota AA
menvelenssarakan 

.. pemerint5han sih kepada selurun [omponen masiara- ffiHffi;il?Ery'jiZir].i,?ii'ri[ilhingga terpilihnya walikota dan wawali kat dan SKPD Pemkot Denpasar yang G"o" c"riy"] x"t j fiFkk rota rhasil pemilukada. "Selamat kepada telahberpartisipasi aktif dalampem'Oani o=asar melakukan serah tcrim, irh,
Karoan sKpu pemkot Denpasar yang Gede Geriyal Ketua jp pKK Kota Den_
teran berpartisipasi aktif dalam pemban- pasar melbkukan serah terima iabatan

! rqrrr PEr rrrru^dud. eurdrrrdt Kepaua [elarl oerparuslpasl aKlll.oalam pemban- pasar melakukan serah terima jabatanAA Gede Griva sebaoai Penjabat gunan Kota Denpasar.'Apa ydng tetatr laril.rv n seliv onann"riffi uantr"Walikota Denpasar," ujirnya ;icapai oapalierus dipertahankan dan kepada NyM pumawati Geriva. (oWalikota Denpasar," ujarnya.
dari Ny lA Selly Dharmawijaya Mantra
kepada NyM Pumawati Geriya. @
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WAKIL BupatiJembrana, Made Kembang Hartawan sidak*e
Bagian Ekbang Jetnbrana, Selasa (11/8).

Pencairan Bantuan Hibah Dikebut
NEGAM, NusaBali

Wakil Bupati lembrana
Made KembaDg Hartawan
perintahkan Bagian Ekonomi
dan Pembangunan (Ekbang)
Jembrana kebut pencairan
danahibah.Wabup Kembang
beri tenggat waktu hingga
Jumat (14/81. Permintaan itu
disampaikan saat melakukan
inspeki mendadak (sidakl ke
Bagian Ekban& Selasa [11l8).

Saat sidak, Wabup Kem-
bang melihat sejumlah ma-
syarakat duduk mengantrb,
bahkan ada beridiri untuk
memproses pencairan ban-
tuan hibah, Melihat kondisi
itu, ia perintahkan Ekbang
agar menambah kursi. "Kita

juga minta stathya ditambah,
biar pelayanan maksimal.
Apalagi sekarang iuga banyak
kegiatan HUT Kota, semua
harus berlalan dengan bailg"
pinta Wabup Kembang kc-
pada Kabag Ekbanglembnna,
Made Mangku Kusumayuda.

Menurut Wabup Kem-
ban& dana hibah yang sedang
proses itu diminta dapat di-
tuntaskan pada tanggal 14
Agustus- Tidak ada alasan
pencaitan yang tertuhda,
karena pemohan sekaligus
penganggarannya sudah ter-
encana seiak setahun lalu.
melalui keseDakatan bersama
DPRD fembrina. "sekarang ini
tinggal pencairan. Kemarin,

kita sudah serahkan secara
simbolis ke desa-desa. Seka-
rang ini tinggal pencairan,
dan kita minta dapat segera
diproses," tambah Wabup
Kembang.

Permintaan pencairan
hibah dengan batasan waktu
sampai tanggal 14 Agustus itu
tidak terlepas aturan dalam
keikutsertaan sebagai calon
icumbent bersama Bupati
Jembrana,l Putu Artha, dalam
Pilkada Jembrdna tahun ini.
Dimana, calon imcumbent,
diberikan batasan ruang ger-
ak selama 6 bulan sebelum
masa jabatannya berakhir.
Batasan yang dimaksud, ti-
dak diperkenankan menung-

gangi program seperti bansos
jelang pilkada. "Kita tidak
ingin ada tudingan macam-
macam nantinya. Jadi kita
minta segera, meskipun ini
sebenarnya program rutin
setiap tahun," tukas Wabup
Kembang.

Sementara Kabag Ekbang
Jembrana, Made Mangku Ku-
sumayuda, mengatakan untuk
tahun 2015 ada sebanyak se-
banyak900 kelompokpener-
ima dana hibah, dengan total
dana Rp 7,5 miliar. Di anta-
ranya ada dianggarkan U brk
masjid Rp 25 juta, mushoh
Rp 2,5 juta, dadia Rp s'juta,
dan kelompok pengajian Rp
2 juta. € od
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Seratusan Guru Pengawas y
Terancam Kehilangan Tunj angan
SINGARAIA, NusaBali regulasi dari Perme_ndilrlbud tersebut

Sebanyak 111 guru pengawas , papabulanMaret20lS.
tingkat TK dan SD, terancam ke'r I Sehingga sesuai kriteria yafg
hilanganhakaastunjangansebagai ada dalam regulasitersebut, maka
seorang pengawas. Masalahnya, pihaknya mengadakan perubahan
mereka baru diakui sebagai penga' pengisiap jabatan pengawas un-
was yang penuhi kreteria setelah tuk tingkat TK dan SD. "lhmi juga

enanibutanUertugas.Celal€nlxalagi, baru terima petunjuk teknis dari
sebaeiandarimerekasudahkembali. Permendikbud itu di bulan Maret,
sebalaigurubiasaatautidaklagise' sehingga ini iuga manjadi persoalan
bagai pengawas. I<amij'terangnya.

lnformasiyangdihimpun,semula Terhadappenjelasantersebut,
ada 111 guru diangkatsebagai pen- KomisillangsungmenilaipihakDik-
gawas tingkat TK dan SD melalui nas telah teledor dengan kebiiakan
SK yang terbit pada bulan f anuari tersebut Menwuurya, pihak Dilmas
2015. Namun pada tanggal 25 funi semestinya sudah mengetahui Per-
2015, sebanyak 66 dari mereka mendi}bud tersebut diawal tahun
dikembalikari sebagai guru biasa. 2015, apalagi Permendikbud itu
Konon, mereka yang dikembalikan sudah terbit di ahun 2014 lalu. "lni
sebagaigurubiasaitudianggaptidak kan sangatdisapngka4 bagaimana
memiliki laeteria sebagai seorang cara keda di Diknas itu, karena
pengawas sesuai dengan regulasi sekarang ini kan sudah system on
dariPermendiifuud143Tahun2014. line di internet sudah bisa dial<ses

Sezuai dengan regulasitersebu! 55 kebijakan-kebiiakandarilGmenteri-
pengawas lainnya justru baru dialad an Pendidikan' fangan-jangan Disdik
status jabatan kepengawasannya tidak pernah mengalses kebijakan
pertanggal 25 funi 2015. lewat internet" kata Ketua l(omisi l,

Akibat kondisi tersebut, merele Putu Mangku Mertayasa.
terancam kehilangan hak atas tun- Menurut poliGi PDIP asal Desa
jangan sebagai pengawas selama Banjar ini, tunjangan dari para pen-
enam bulan periode fanuari-funi. gawas tersebut harus dibayarkan
Masalahnya, hingga memasuki bu- oleh Disdik Karena para pengawas
lan Agustus mereka belum terima itutelahbekeriamelaksanakantug?s
tun;angan atas jabatan sebagai pen- dantanggungiawabnyasejakperiode
gawas.lGbarnya,tunianganseorang fanuari sampai funi.
p*gr*"r dalam setahun mencapai "l(ami tgtap minta hak mereka
Rp 211uta. ituharusdibalarkaqkarenamereka

Terhadap persoalan tersebut, telahbekerja
Komisi I DP-RD Buleleng meminta Walaupun diatara mereka itu
penjelasan dari pihak Disdik Bule- bukan lagi sebagai pengawas, tapi
leng, Selasa (11/8). Pertemuan periodefanuari-funimerekaadalaha
yang digelar di yuang lfuqrisi, ge- pengawasj'tandasnyaDiperkirakan
itung lPm Bubleng dihadiri oleh total anggaran yang dibutuhkan m-
Sekretaris Disdik I Made Ngadeg. tukmembayarilnjanganp€ngawas
Dalam pertemuanitu, DisdikNgadeg bagi 111 pengawas itu mencapai Rp
menga}u,piha}nyabaruaqlggtahq_i1,3_miliaf lebih6kl9
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Sidang Dugaan Korupsi Dermaga Gunaksa '/
Replik, IPU Tetap Pada Tuntutan

DENPASAR, NusaBali
Setelah Tim 9 [Panitia Pengadaan

Lahan)'membacakan pledoi (pem-
belaan) dalam sidang dugaan korupsi
Dermaga Gunaksa Klungkung, kini
giliran faksa Penuntut Umum (|PUJ
yang menyampaikan replik (jawaban
atas ph&i) dalam sidang yang digelar
di Pengadilan Tipikor Denpasar,
Selasa (17/8). Dalam replik yang
dibacakan untuk 9 terdakwa yang
disidang dalam 3 berkas terpisah,
f PU Made Pasek dkk menyatakan
tetap pada tuntutan sebelumnya.

"Kami tetap pada surat tuntutan
yang telah kami bacakan pada per-
sidangan, Senin 3 Agustus 2015 lalu.
Sekaligus apa yang kami sampaikan
dalam replik memperkuat surat
tuntutan kami," tegasnya. Dalam
tuntutan sebelumnya, JPU menjat-
uhkan tuntutan yang bervariasi
sesuai dengan peran-peran para
terdakwa.

Untuk Eks Sekda Klungkung yang
merupakan Ketua Tim Pengadaan
Lahan, fanapria serta eks Kepah BPN
Klungkung yang merupakan Wakil
Ketua II, Mastini dituntut paling
berat, yaitu 3 tahun penjara. Se-
mentara 7 terdakwa lainnya, yaitu
Made Ngurah yang merupakan eks
Asisten I dan Wakil Ketua I, Anak
Agung Ngurah Agung, I Nyoman

' Rahayu, Made Sugiartha, I Nyoman
Sukantra, I Gusti Ngurah Gede dan I
Gusti Gde Wiratrnadia dituntut hu-
kuman 2,5 tahun penjara.

Dalam tuntutannya, fPU juga me-
masukkan denda Rp 500 jua subsider
3 bulan penjara kepada 9 terdakwa.
Sementara itu, kuasa hukum 9 ter-
dakwa, Simon Nahak dkkyang diberi
kesempatan untuk menyampaikan
duplik (jawaban atas replikJ me-
nyatakan tetap pada pledoi yang
disampaikan.

"Kami tetap pada phdoi," tegasnya.

Sidan! akan kembali dilanjutkan pada,
Selasa (18/8) mendatang dengan
agenda pembacaan putusah untuk
empat terdakwa, yaiil terdakwa Anak
Agung Ngufah Agung, I Nyoman
Rahayu, Mad Sugiartha dan I Nyoman
SukanFa dengan majelis hakim yang
dikeuai Puur Gde Haryadi.

Di hari yang sama, dua tdrdakwa
lainnya, yaitu | Gusti Ngurah Gede
dan I Gusti Gde yang disidangkan oleh
majelis hakim yang dipimpin oleh
Cening Budiana juga akan meng-
agendakan pembacaan putusan.

Sementara itu, untuk Eks Sekda
Klungkung yang juga Ketua Panitia
Pengadaan Lahan, I Ketut fanapria,
eks Kepah BPN Klungkungyangjuga
Wakil Ketua II, AA Sagung Mastini
serta Wakil Ketua I, Made Ngurah
dengan majelis hakim pimpinan
Beslin Sihombing baru akan mem-
bacakan putusan pada, Kamis (20/
B) mendatang. h rez

: P<bu, IL-fl*nfus zof
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TenasaKont
Sedd[W]Mil

* Dewan D'esak

tral
liar Setahun

Segera Lakukan Rasionalisasi
Jumlah tenaga kon-

trak yang tercatat
sudah mencapai

2.810 orang, belum
termasuk tenaga
kontrak di RSUD

Buleleng. Jumlah
yang ditengarai

overload itu sedot
anggaran APBD

Buleleng sebesar Rp
43 miliar setahun.

SINGAMjA, NusaBali
Keberadaan tenaga kontrak di

lingkungan Pemkab Buleleng kem-
bali dipersoalkan oleh kalangan
anggota DPRD Buleleng. Selain
dicurigai terus bertambah, ke-

beradaan mereka juga cliangap
membebani APBD. Anggota Dewan
pun mendesak langkah rasional-
isasi tenaga konffak tersebut.

Demikian terungkap ketika
Komisi I DPRD Bulelengmenggelar
rapat dengar pendapat (RDP)
bersama Badan Kepegawaian Dae-
rah (BKDI Buleleng Selasa [11l8)
kemarin. Rapat dipimpin Ketua
Komisi, I Putu Mangku Mertayasa
bersama anggotanya. Hadir dalam
rapat tersebut Kepala BKD Bule-
leng Ni Made Rosumini bersama
stafnya.

Dalam rapat tersebut, anggota
Komisi, I Wayan Teren mengung-
kapkan, jumlah tenaga kontrak di
beberapa instansi sudah cukup
banyak. Bahkan, diketahui seorang
tenaga kontrak tidak jelas tugas
dan tanggungjawabnya. Diantara
mere'ka bahkan diketahui baru
bekerja antara satu sampai enam
bulan. "Jumlahnya terus bertambah
dan pernah saya temukan di satu
instansi ada yang baru sebulan dan

ada enam bulan bekerja. fadi masih
ada penambahan pegwai kontrak
baru dan kalau kita cermati ini su-
dah sangat melebihii' kata politisi
Hanuar asal Desa Ambengan, Ke-
camatan Sukasada ini.

Hal senada juga disampaikan
anggota Komisi lainnya, I Putu Tirta
{$nyana. Bahkan dari data yang
dihimpun, jumlah tenaga kontra[
yang tercatat sudah mencapai
2.810 orang. Jumlah itu belirm
termasuk tenaga kontrak di RSUD
Buleleng yang juga terbilang cukup
banyak

Dari jumlah tenaga kontak itu,
diperkirakan menyedot anggaran
setiap tahunnya mencapai Rp 43
mlllan karena rata-rata gaji tenaga
kontrak antara Rp 700 riUir tring[a
Rp 1,5 juta, perorang perbulan.
"lni cukup membebani APBD kita
tiap tahunnya," ujar politisi Golkar
asal Desa Bondalem, Kecamatan
Tejakula ini.

Terhadap persoalan itu, Komisi
I mendesak agar Permkab Bule-

leng mengambil upaya rasiohal-
isasi jumlah tenaga kontrak. Ketua
Komisi, Putg Mangku Mertayasa
menyatalrair, rasionalisasi yang
diinginlian bukan berarti harus
memangkas jumlah tenaga kon-
trak. Rasionalisasi yang dimaksud,
memberdayakan tenaga kontrak
yapg ada dalam peningkatakan
pelayanan, sehingga setiap tenaga
kontrak memiliki tugas dan tang-
gungjawab yang jelas"

"sehingga mereka (tenaga
kontrahred) lebih produl<tif dalam
peningkatan pelayanan. Bagt yang
tidak produktif, ini yang perlu dira-
sionalisasi, sehingga dana yang ada
bisa dimanfaatkan untuk kePent-
ingan lain yang lebihr mendesak"
jelasnya.

Sementara Kepala BKD Bule-
leng Ni Made Rousmini men-
gaku, pihaknya tidak memiliki
kewenangan terkait dengan ke-
beradaan tenaga kontrak tersebul
Karena, rekrutmen dan pemberian
gaji berada di masing-masing SKPD

yang membutuhkan. "Kita tidak
memiliki kewenangan soal tenaga
kontrak itu, kare-na semuanva
dilakukan oteh SKPD yang mem-
butuhkan," terangnya.

Kendati demikian, pihaknya
sempat melakukan upaya penda-
taan tenaga kontrak di tahun 2014
lalu. Ikla itu, j umlah tenaga kontrak
yang disampaikan oleh masing-
masing SKPD terkait mencapai
2.855 orang. "Jumlah tenaga kon-
trak itu kan tergantung dari kebu-
tuhan di masing-masing SKPD, jadi
jqmlahnya juga bisa berubah-ubah,
kalau kontraknya sudah habis dan
tidak diperpanjang bisa langsung
diputus," jelas Rousmini.

Terkait rasionalisasi, pejabat
asal Desa Panji, Kecamatan Su-
kasada ini, tidak bisa memberikan
t4nggapannya. Hal ini tergantung
dari kebijakan dan sebelum dilaku-
kan rasionalsiasi, harus dilakukan
kajian terkait efektifitas dan beban
kerja di masing-masing SKPD di
lngLup Pemkab Buleleng. 6 k19


